| SALINAN

BUPATI BENGKULLF UTARA
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI BENGKULL UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TERTANG

TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

Mentmbarg ;

Mengingat

MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC: MAHA ESA
BUPAT] BENOKULU UTARA,

bahwa omtuk melaksanakan ketentuan Pasal & avat (3],
Pasal 8 avar (2], Pasal 12 ayat {3}, Pasal 13 avat {2}, Passel 18
ayat {7}, Pasal 20 ayat {4}, Pasal 22 ayat (3], dan Pasal 23
avat {3} Peraturan Daorah Ksbupaten Bengkulu thara
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi sebagaimeana felah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkolu Utara Nomor 7
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Benghkulu Utaras Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Retribusi  Pengendalian Mensra Telelomunilesi, perlu
menetepkan Peraturan Bupati Bengkulu UHara tentang Tarifl
dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penctapan Undang-Undang Dararat Romer 4 Tahun 1956
(Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nonmor
533}, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1936
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1956 Nomor
36) dan Undang-Undang Darural Nomor & Tehun 1956
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Termasulk
Kotapraja, Dalaun Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan, Sehbagai Undang-Undang (Lembarman Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia MNomor 3881} sebagaimana telmh
diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



A

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Hegara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir denpan Undang-
Undang HNomor 1 Tahun 2022 tentang Ilubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan [Pemerintah
Daerah {Lembaran MNegars Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Nepam Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Permerintahan (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2014 Nomor 202 Tambahan Lembaran
Megara Momor 5601) sehagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [Lembatan Negara
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6841);

Peraturan Pemernintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan DPemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Eetribusi Daerah
(Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2010
Momor 119, Tambahan Lembaran Negara Republilk
Indonesia Nomor 51G1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenteng
Ferangkat Daerah {Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indomesia Nomor 5887] schapaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah MNomor 72 Tahun
2019 tentang DPerubahan Atas Perarturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
[Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambsahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang
Penpelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2019 MNomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tenlang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Megara Hepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sehagaimansa telah diubah dengan Peraturan Menlerd
Dalam MNegeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Nepara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
137);



Menetaplkan :

a,

110.

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Bemgkulu Utara Nomor 5
Tahun 20123 tentang Eetribusi Pengendalian Menara
Telckomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2013 Nomor 5|, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupatem Bengkulu Utara
Nomaor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah MNomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi [Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomer 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomeor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 3usunan
Perangkat Daerah Kabupaten Benglulu Utara [Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 20156 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Benglulu
Utara Momor 9] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Darrah Kabupaten Bengkuluy Utara Nomeor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor £);
Peraturan Bupati Benglkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016
temtang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu
Utara Tipe C (Berita Dacrah Kabupaten Bengkulu Ulara
Tahun 2016 Nomor 56];

MEMUTUSEAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DAN BESAHAN
EETRIELUSI FENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS]
TAHUN 2023.

EBAE 1
KETHEMNTL AN UMUNM
Pagal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Dasrah adalah Kabupaten Benghkulu Utara.

1.
2,

Pemerintah

Daerah adalah Bupati sebapai unsur penyelenggara

Pemerintahan [Daerah  yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom,
Bupati adalah Bupati Benghulu Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwalkilan Rakvat

Dacrah Kabupaten Benglkuhu Utara.
Dinas Komunikesi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bengkulu Utara,



a.

7.

10.

11.

12,

13.

14.

16.

17.

Pejabat adalah pegawai vang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
dacrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daecrah, vang selanjuinya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebapai pembayaran atas jasa #tau pemberian (20 tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakokan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, persernan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah {(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, vayasan, organisasi
massa, organisasi sosial polidk atau organisasi lainnya, lembags dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Telekomunikasi adalah  seliap pemancaran, pengiviman dan  atan
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulizsan, gamhar, suara dan bunyi melalui sistemn kawat, oplik, radio atau
sistem elekiromagnetik lainnya.

Pengendalinn menara telekomunikasi  adalah  upayva pengawasan,
pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara
telekomunikasi, keadaan Osili menara telekomunikasi dan potensl serta
kemungkinan tmbulnya gangguan  atas  berdirinya  menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspck tata ruang, keamanan dan
kepentingan umum,

Penyedia menara adalah badan usaha yatnpg membangun, memiliki,
menyediakan  serla menyewakan menara  teleckomunikasi untuk
digunakan bersama oleh penvelenggara telekomunikasi.

Menara adalah hangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana
penunjang uniuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain
atau  bentuk  konstruksinye  disesuaikan  dengan  keperluan
penvelenggaraan telekomunikasi.

Wajih Retmbusi adalah orang pribadi atauw Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakokan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
terieniu.

Masa Retribusi adalsh suatu jangks wakiu tertentu vang merupakan
hatas waktu bagi Wajib Hetribusi untuk memanfaatlan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersanghkutan.

Burat Setoran Retribuzi Daerah vang selanjumya disingkat S5HD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan formuliv atau telah dilakukan dengan cara lain ke
kag daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKED,
adalah sural ketetapan retribusi vang menentukan hesarnya jumlah
pokok retribusi vg terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar. yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi karena yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karcna jumlab
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi vang terutang atau
seharusnya fidak rerutang.
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A3,

Surat Tagihan Hertibusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retdibusi dan/atau =anksi
administrasi berupa bunga dan fatau denda,

Tanda Bukti Pembayaran, vang selanjutnya disinglkat TBP, adalah bukti
pembayaran yang sah atas pajak vang telah disetor.

Pemeriksasn adalah serangkaisn kegiatan menghimpun dan mengelah
data, keterangan, dan/atau bukt vang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemerniksaan untuk menpuji
kepatuhan pemenuban kewajiban retribusi daerah danfatau untuk
tujuan  lain  delam  rangka melaksanaksn  ketentuan  peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun
data objek dan subjck retribusi, penentuan besarmnya retribusi yang
terilang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retrbusi
serts pPUMEaEWasaAn penyelorannya.

Insentif pemungutan retribusi adeleh tambahan penghasilan yang
dibetikan  sebagai  penpghargaan  atas  kinerja  tertentu  dalam
melaksanakan pemungutan retribusi.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalal seranglaian
lndaksn yang dilakukan oleh  Penvidik untuk mencan  serta
mengumpulkan bukt yang dengan bukti itu membuat tcrang tndak
pidana di bidang retribusi daerah vang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAE I
TINGEAT FENGGUNAAN JASA
Pasal 2

(1) Tingkal penggunaan jasa diukur berdasarkan -

4. jumlah lunjungan  dalam rangka pengendalian | menara
telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;

b. faktor Jarak Tempuh yeng digambarkan dengan Indeks Variabel
Jarak Tempuh; dan

c. faktor Jems Komstruksi Menara vang digambarkan dengan Indeks
Variabel Jenis Konstruksi Menatra.

{2l Jumlah kunjungan sebapaimana dimalsud pada avat (1) huruf a
ditctapkan sebanyak :

a. 2 [dua) kali selama 1 (satu) tahun, untuk menara telekomunikasi
vang berada di Kecamatan Enggano; dan

b, 2 [dua) kali selama 1 {zatu} tahun, untuk menara telekomunikasi
yang berada di Kecamatan selain Kecamatan Engganc.

(3] Indeks Variabel Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. jarak Tempuh <50 (kurang dar lima puluh ) kilo meter darn Kantor
LMinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 09 [nol koma
sembilan);

b. jarak Tempuh 50 {lime pulub) kilo meter sampai dengan 100
[seratus] kilo meter dari Kantor inas Komunikasi dan Informatika,
sehegar 1 (satu) ; dan



c. jarak Tempuh =100 (lebih dari seratus) kilo meter dari Kantor Dinas

Komunikasi dan Informatika, achesar 1,1 (satu koma sata).
{4} ndeks Variabel Jenis Konstruksi Menara sebagaimansg dimaksud pada

avat (1) hurul ¢ ditetapkan sebagai berikut :

a. menara Pole atau Tiang Pancang 1 [satu) kalki, sebesar 0.9 [nol
koma sembilan];

b. menara 3 (tga) kaki, sebesar 1 (satu); dan

c. menara 4 (empat] kaki, sebesar 1,1 (satu koma satu).

Pasal 3

[1} Untuk 1 [satu] kali kunjungan dalam rangka pengendalian menara
telelomunikasi veang berada di Kecamatan Enggano sebagaimana
ditnelsud delam Peaal 2 avat (2] huruf a dilaksanakan dengan
ketentuan © jumlah petugas sebanyak 3 (dga) orang terdiri dari 2 {dua)
orang teknisi menara telekomunilasl dan 1 (satu] orang tenaga
administrasi, menggunakan 2 [dua] buah sepeda motor, weakiu
pelaksanaan selama 3 (tiga) bari, menginap 2 [dua) malam di dalam
angkutan penveberanpgan (kapal], transportasi dari Benghkulu ke Fulau
Enggano pergl pulang menggunakan angkutan penyeberangan {kapal},
dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 3
(tiga) buah.

(2] Untuk 1 {satu) kali kunjungan dalam rangka pengendalinn menora
telekomunikasi yang berada di Kecamatlan selain Kecamatan Enggano
sebagnimana dimaksud dalam Paszal 2 avat (2) huraf b dilaksanakan
denpgan ketemtuan ;

. untuk menara telckomunikasi vang berada di kecamatan wvang
berjarak < 50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari kantor Dinas
Komunikasi dan Informatike @ jumlah petugas scbanyak 3 (tiga)
orang terdin dan 2 [dua) orang teknisi menara telekomunilkasi dan 1
(satu) orang tenaga administrasi, mengsunakan 2 (dua) buah sepeda
motor, waktu pelaksanaan selama 1 [satu) harn, tanpa menginap,
dan jumlah menara telekomunikasi yvang dapat dikunjungi sebanyvalk
2 [dua) buah;

B, untuk menara telekomunikasi yvang berada di kecamatan vang
berjarak 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 (seratus) kilo
meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika : jumlah
petugas sebanvak 3 (tiga) orang terdiri dar 2 (duas] orang tckmsi
menara  telckomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi.
menggunakan 2 (dua] buah sepeda motor, waktu pelaksanaan
sclama 2 (dual hari, menginap 1 [satu} malam, dan jumlah menara
telekomunikasi yang dapat dikunjungi sehanyak 3 (tiga) buah; dan

c. untuk menara lelekomunikas yvang berada di kecamatan vang
herjarak = 100 [lebih dari seratus} kilo meter dari kantor Dinas
Komunilkasi dan Informatika : jumlah petugss schanyak 3 (tiga)
vrang terdiri danr 2 {dua) orang teknisi menara. telekomunikasi dan 1
{aatu) orang tonaga administrasi, mengeunalkan 2 {dual buah sepeda
motor, waktu pelaksanaan selama 3 [tiga) har, menginap 2 [dua)
malam, dan jumlah menara telekomunikasi yvang dapat dikunjungi
sebanyak 4 [empat] buah.



(3) kecamatan vang berjarak < 50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari
kantor Dinas Komunikasi dan Informatiks schagaimana dimaksud pada
aval (2} huruf a terdivi dari wilayah : Kecamatan Kota Arga Malunur,
kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Air Desi, Kecamatan Air Padang,
Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan
Hulu Palik, Kecamatan Lais, Kecamatan Kerkap, Kecamatan Gird Mulya,
Kecamatan Air Napal, dan Kecamatan Batiknau,

(4] Kecamatan yang berjarak 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100
[seratus] kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
adalah wilavah Kecamatan Ketahun.

(5} Kecamatan yang berjarak > 100 {lebih dard seratus) kilo meter dari
kantor Dinas Komunikasi dan Informatika terdivi dari wilayah
Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih,
Kecamatan Marga Saku Schelat, dan Kecamatan Pinang Raya,

(6) Wilayah Kecamatan Engganc sebagsimana dimaksud pada avat (1)
dikelompokan dalam Kecamatan yang berjarak > 100 {lebih dari BCTATUS)
Kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatiks.

HAR [II
TARTF RETRIBUSI
Pasal 4

(1l Tarif vetribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa
pengendalian menara telekomunilkasi,

(4] Biava penyediman jasa pengendalian menara  telekormunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi biava operasional Fang
berkaitan  langsung dengan  kepiatan  pengendalisn  menata
telekomunikasi.

(3} Biaya operasional yang berkaitan langsung dengan  kegiatan
pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
avat (2} tevdini dari :

a. uang harian;

b. biaya transport per sepeda motor pergi pulang, termasuk biava
angliutan penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang;

c. biaya pemginapan; dan

d. biaya alat tulis kantor.

|4} Uang harian dan biave transport per sepeda motor pergl pulang,
lermasuk biava angkutan penyeberangan (kapal) ke Pulay Enggano
pergl pulang sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a dan huref b
besarannya berpedoman pada Peraturan Bupati Benghkulu Utara Nomor
21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar
Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tabun 3023,

(%) Biaya transport ke Pulau FEnggano dihitung berdasarkan hiaya
Langport dari Arga Makmur ke Kola Bengkulu pergi pulang ditambah
bigya angkutan penyeberangen (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang
untuk penyeberangan sepeda motor dan petlgas,

(6] Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf o
diasumsikan sebesar Rp 200,000,00 (dua ratus ribu rupiah] per orang
per malam,



(7] Biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada avat (3] huruf d
diasumsikan sebesar Rp 25.000,00 {dua puluh lima ribu rupiah) untuk
1 {satu) kali pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi.

{8) Penghitungan keperluan haya pengendalian untuk lap-tiap kecamatan
sebanyak 1 (satu] kali kunjungan per menara  kelekomunikasi
sehapaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Dupati ini.

Pasal 5

(1) Berdasarkan penghitungan keperluan biaya pengendabian untul tap-
tiap kecamatan schbanyak 1 ({satu) kali kunjungan per menara
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal [8) dapat
dilakukan penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap
kecamatan sesuai  jumlah kunjungan selama 1 (satu} tahun
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 ayat (2] untuk seluruh menara
telckomunikasi vang ada di  tiap-tiap kecamatan sehbagaimana
tercantum dalam Lampiran Il vang merupakan bagian tidak lerpisahlkan
dari Peraturan Bupati ini.

{2] Berdasarkan penghitungan keperluan biaya pengendalian untubk twp-
tiap kecamatan sesuai jumlah kunjungan selama 1 {satu) tahun untuk
geluruh menara telekomunikasi yang ada di Hap-Hap kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tarif retribusi sebesar
Ep 1.091,000,00 [satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah} per tahun,

BAB IV
BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS]

Pasal &

(1) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun
merupakan perkalian antara indeks variabel jarak tempuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (3], indecks varabel jems konstruksi
menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4], dan taril
retribusl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

{2] Besaran retribusi pengendalian menara telckomunikasi per tahun
herdasarkan indeks vatiabel jarak tempuh, indeks wvariabel jenis
konstruksi menara, dan tarif retribusi sehagaimana dimaksud pada avat
(1] sebaguimansa tercantum dalam lampiran [ vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7

[1} ERetribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak mombayar tepal pada
waktunya atau kurang membavar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% [dua persen) setiap bulan dar retribusi yvang
terutang wyang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD,



&
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(1)

(2)

[3)

{4

Format SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan ayat
|2} tercantum dalam lampiran TV dan lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAH VI
TATA CARA PFEMDBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal &

Retribusi yang terutang harus dilunasi  sekalipus pada  sast
diterbitkannya SKED.,

HPenagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

Sural teguran scbagaimana dimalaud pada ayat (2) yang merupakasn
awal tindakan pelaksanasn penagihan retribusi dikelusrksn segera
actelah 7 (tujuh) hati kerja sejak jatuh tempo pembayaran,

Dalam jangka ¥ (tujuh] hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib
Retribusi harus melunaesi retribusi vang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Penyetoran retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan
menggunakan 3SRD dalam rangkap 5 (lima) dan Wajib Retribusi
mendapatkan bukt TRP,

Bentuk dan format S2RD serts TBP schagaimana dimaksud pada ayat
(6), tercantum dalam lampiran ¥l dan lampiran VIl vang merupakan
buagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAR VII
PENGURANGAN, KERTNGANAN, DAN PEMBEBASAN FETRIBLSI
Pazal

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan

retribusi,

Pengurs » keringanan, dan pembebasan retribusi schagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang ada alasan yang

Jelas sesua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurangarn, keringanan, dan pembebasan relribusi schagaimana

dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan

Wajib Retribusi.

Ketentuan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dilakuken

Lahapan sebagai berikut :

a. menerima  surat permohonan  pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusd;

b, meneliti kelengkapan surat permohonan sehagaimana dimalesud
pada huruf a, dan setelah dilakukan penelitian kembali dan apabila
perlu dilakukan pemeriksaan lapangan;

c. menyampaikan laporan hasil peneliban dan pertimbangan apakah
petmohonan tersebut diterima atau tidak kepada Bupati:

tl. penerbitan kepuilusan, baik permohonan dimaksud diterima atau
ditolak; dan

e, penyvampaian keputusan kepada Wajib Retribusi,
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BAB VI
KEBERATAN
Pasal 10

Wajibh Eetribusi dapal mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas
Komunikeasi dan Informetibo,

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
alazsan-alasan vang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 [tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi
dapat menunjukkan bahwa waktu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kelkuasaannya,

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimans dimaksud pada avat (3),
adalah suatu keadsan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewsjiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAR IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasg=sl 11

Atas kelebihan pembayvaran retribusm, Wajpb Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupat.

Bupati dalam jangka waldu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian  kelebihan  pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud padas ayat (1), harus membenkan
keputusan.

Apabila jangka walktu sehagaimana dimaksud pada avat (2] telah
dilampaui  dan  Bupati tidak memberikan suatu  keputusan,
permochonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan
dan SERDLB herus diterbitkan daelam jangka waktu paling lama 1
fsatu] bulan.

Apahbila Wajib Hetribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut,

Pengembalian kelebihan pembayvaran relribus: sebagaimana dimaksod
pada aval (1}, dilakuken dalam janghka waktu paling lama 2 {dua) bulan
sejak diterlntkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembavaran retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua} bulan, Bupati memberikan imbalan bunga scbesar 2%
(dua persen| sebulan atas keterlambatan pembavaran kelebihan
pembayaran retribusi.

Bentulk dan format SKRDLB sehagaimana dimaksud pada avat [3),
tercantum  dalam  lampiran VI vang merapakan bagian tidak
terpizahkan dar Peraturan Bupati ini.
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BAB A
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 12

Hak untuk melakukan penagihan retdbusi menjadi kedaluwarsa

setelah melampauwi waktu 3 (tiga) tahun terhitung  sejak  saat

terutanpnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak

pidana di bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tertangguh jika ;

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakusn utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayvat

{2} huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejal tanggal diterimanyva

surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimalesud

pada ayat (2} huruf b, adalash Wajib Retribus: denpgan kesadarannya

menyvatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya

kepada pemerintah daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tdak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dan pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajih Retribusi,

Pasal 13

Piutang retribusi yang Udak munghkin ditagih leagi karens hedd untuk
melakuken penagihan sudah kedaluwarss dapat dihapusken.

Bupati menetaplkan kepumusan penghapusan piutang retribusi vang
sudah kedaluwaras sehapaimana dimaksud pada ayat [1).

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 14

Bupati herwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas

pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Untuk melakukan pengawasan dan  pengendalisn sebagaimana

dimaksud peda ayat (1) IBIJ[.I-I:'I.L{ menunjuk Mnas Komunikasi daen

Inlormatika,

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat [2),

dilak=sanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian, dengan kegiatan

mchiputi;

a. sosialisasi informasi peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi
dan menara telekomunikasi kepada inatansi terkait, masyarakar
dan penyelenppara menara telekomunileasi;

b. menginventarisir permasalahan-permasalahan vang —muncul
berkaitan dengan pengoperasian menara  telekomunikasi baik
permasalshan yvang  bersifat  tckniz  maupun  sosial  dalam
mugyarakat;



pendataan menara telekomumikasi dan;

. kmﬁimﬂ-sj dengan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah
terkait, instansi/lembaga lainmya dan penye menara
telekominikasi apabila terjadi permasalahan dalam
penvelenggaraan menara telekomunikasi.

BAE XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pamal 15
(1} Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membavar, dikenakan sankei administrasi berups bunga
scbesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi vang terutang atau

kum:ng -Iiil:lﬁ}"ii:t' dan ditagih dengan menggunakan STRD,
(2] Selain sanksi administrasi sebagaimana dimalksud pada avat (1) dapat
dikenakan sanksi pencabutan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi,

BAR X1l
KETENTLIAN PENUTUR
Puaal 16
Peraturan Bupati imi mulai berlaku pada tangeal divndanglan.

ﬁ@rntmp orang mengrianhuinya, memerintahian penpundangsn Peraturan
Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kabu paten
Bengkulu Utara.

5 0

Ditetapkan i Arga Makmur
pada tangeeal 28 Februar 2023

BUFATI BENGQKULU UTARA,
thd
MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Februan 2023

SEKRTARIS DAERAH
RABUTFATEN BENGKULL UTARA

ted

FITRIYANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGEULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan Seguai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. uhr Utara

4

[RSALIYAH YURDA S H, MH
Pembins {IV /a)
NIP. 198107232002 1 22002



LAMPIRAN [

PERATURAN BUPATI SENGKULL UTARA

NOMOR ¥ TAHUN 2033

TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIEISE]
PENGENDALIAN MENARA TELREEOMUNIKAST

TAHLUN 2033

PENGHITUNGAN KEPERLUAN BIAYA PENGENDALIAN UNTUK TIAP-TIAF KECAMATAN

SEBANYAK 1 {SATL) KALL KUNJUNGAN PER MENARA TELEHOMUNIKAS]

o[ Weramaian Jarak dari | Uralan Pengendalion {1 b T Biay Pengendulian juniuk | ket Kunjungen]
Kantor Dines Komunikasi  — Harl | Jumah | Penginapan Jumbah Vang Harian | Biava Transport Bisya ' Playr ATK | Total Biaya
dan Informatika, Km) i Patugus e lam) Menara (R ik Sepeda Motor jpp| Eum__nww—ﬂ._. ~ [Rupiah] (Rupieh)
_ k —V i H_mniﬁ (Evpiakh) (Eupdeh) i
| unjg | i
| T | Argamakmur (1K) 1 s R asooea | goon o Tmew | amama
2 | Armajeya {12 Km] N 2 T somn 800 g 25000 825000
3| AlrBes {17 K a2 | 0|2 w0000 e | 26000 | saigor
"3 [ Air Padang {18 ¥m) N z 450,000 72,000 - 28000 547000
|5 | Tig Agunp Palik {19 &m] B N 450,000 | 8000 T Tmmam 551,000
B Cadang Jaya (20 Kmj 1 3 o 2 450.000 8200 . 26.000 553,000
7 | HuluFelik 34 Em) | 4 | s o 2 dsopa0 | eameo 5000 | septop
B | Lak 37 kml 3 2 0 2 amawn|  fospo | T 38000 | avgoo
| erkap (28 Hoj N ¢ ' 480,000 | tgoon | B 25,000 5800
|10 [ Gird Mulya (@90 Ky N 3 2 450,000 158,000 25000 | esmdn
11 | AiT Nepad (40 &mj 'y I T T Y - @epon | e3igor)
2 Haiilien @3 Ke 3 | s T 2 asopon e | - T | s
13 | Ketahun (6 Km) g a 1 3 BOC. JO0 242 000 BOGDOD | 25000 1.767.000 |
18| Ulok Rupei (i05Km) | 3 | a2 z F 130000 4wl | iaooowo | 38000 | 2888000
15 [Purri Hijau 125Km] T 3 | 3 2 3 e R T T 3,083,000 |
16 | Napal Pusih (127 Kmj N 2 | a 1250.000 | 4eeooc | 1200000 38000 | 3071000
(17 Marga Saksi Scbiat (131 Ko] | 3 8 2 |3 7T qaspean | $12000 1200000 35000 | 3.087.800
1€ [Pinamg Raya (103 Km] | 3 | 3 | g 3 [ Tasmoen|  wmen | vaoooeo | 25000 | aowsto
15| Enggann R N I T . 25000 | 2457000
Sall ni Sesual Den fnve
EPALA Ay o Al BUPATI BENGKULU UTARA,
Setdakab SLenglouly Lhara rtd
MIAN

B H

Perabing([V a)

WP, 1 SR 10728200021 23002



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKULU U'TARA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIRUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TAHUN 203

PERGHITUNGAN KEPERLUAN BIAYA PENGENDALIAN UNTUK TIAP-TIAP KECAMATAN SESUAL JUMILAK KUNJUNGAN

. BELAMA 1 [SATY) TAHUN UNTUK SELURUH MENARA TELEKOMUNIKASI YANG ADA DI TIAP-TIAP KECAMATAN

Hecametan (Jaruk dari | Biaya Pengendatian unol Pengendalian dslam | Tahun Kebutuhan Biays |
Kantor Dinas Komandkasl | keli Kunjungan per Menam | Frefuensi ™ Jumlal Menars Telekomuniemi @i | Pengendaliun dalam

(| dan informatia, K) | [Rupiah il _ Kecematsn {ugh) A Tabun (Rupiah) |
hr&ﬂnml'mr:lr[l Km| 439,500 2z ) 1z . 1.780.000
Armafava (1ZKm | 261500 | R ) s T Eiamono |
Alr Besi (17] T -z - 2 ) 10186.000

| Ait Padang (18 Km] . araso0 1 7 T i i 547.000
5 |TgAsungPalk 19Km) | 500 2T R ' 3204000
| Padang Jaya @0 km T Z7e.suo ) P i g _ 4.977.000G |
I HuluPalik G4 Rml | 284500 ] 2 3 - 1138000
| Lais £27 Kmj - _ 290.500 ' 2| f - 5,486,000
Kelwpaim) 1 aease0 SR B . 1755 0%
Giri Mup (40 Km) 315,500 B 7 - s ] 1786000 |
MlrNapal (i0Km) [ 3isE0 B & - 3.156.000
B ey T I T ) B S )
3| Ketahun (62 Km) L SEBOO0 N ] T ] 18,847,000
| Ulok Kupsai 105 km) 995000 | L . - 9.550.000
Pute Hijaw {125 Kum) - 1,021,000 2 N _ 26.556.000
Napal Putih {1 27 Kmy __lozser 2 ] B ] 1 2,047,333
 Marga Saksi Sbl (131 Km) | 1029000 N i 3 i 6,174,000 |
Pinang Raya (133 kml | LO3L66T i 2 B - 16506667
Enggang I YT N ) 3 T T 4wiaoog
T | ’ | Jumlah_ —_ W9 118,906,000

| . Fata-Fata 1.000.&# 1
Mﬁgﬂﬂiﬂmgmtﬁﬁﬁumﬁmﬁ i Pembulatan T gnio0q)

Setdakab. Benglulu Utars BUPATI BENGKULU UTARA,
ttdd
H, J.H
Pembinafly fa MIAN

WIF, 192107282002123002



LAMPIRAN TIT
FPERATURAN BUPAT]I BENGKULU UTARA
NOMOR 7?7 TAHUN 2023
TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
TAHUN 2033

RESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS] PER TAHUN BERDASARKAN

INDEXS VARIABEL JARAK TEMPUH, INDEKS VARIABEL JENIS KONSTRUKSI MENARA, DAN TARIF RETRIBUS!

— s i Besaran Beirilbus
Indeles Varubel | Indels Vaniabel Jenis| Tarif Retriusi Fergetedalinn dlersre
Na, Jarak Tempuh,/Kecamatan Jarsk Tempub | Konstruksi Menars [Rpj - Telekomunlknsl per
Tahun (Rp)
L < B0 Km ¢ Arga Makmur, Arma Jaya, Alr Pesl, Air a I ' o
| . Padang, Tanjung Agung Pelik, Padang Jaws, Hulu |
i Pallx, Lals, Herkagp, Oirl Mulya, Alr MNapal, Gan
| EBatiknau — I R S R - S et e
. Mersira Pole (Tiang Pancang | Kaki) o
| L L R 1AM.000 A83.710Q 1,061 .00 883,710
v, Menera 3 Kaki
L e 104100 . a98].906) LA 000 _BE 1.500 |
5 ©. Menara 4 Kaki f = -
- e o | LGSI000 1080050 1061000 _LOBOOGE
[[ 2.7 50100 Em : Ketabun . '
: 4. Menara Pola [Tlang Panceng | Kaki T T T i .
e om0 g b . ; L LOBLODD | 981900 1.001.000 98 1,500 )
b, Menara 3 Balki -
I . LO9EDOG | 108000 | 1.081.000 . Lool oo
c. Menarh 4 Kaki ; -
T B R ¥ 1 K . N 1,200. 10O 1,06 1.000 e 1204, 100
3 - 100 Km . Ulek Hupad, Puti Hijau, Napal Puth, i ' '
| Marga Skt Seoelat, Pineng Rage, dan Enggano | — . 5 . a
! 2. Menarn Pale (Tlang Pancang 1 Kak( - i
e ) 1, (I L. OD0 . 1.080.00) 109000 1.DBLE 0o
b, Menara 3 Kid : ' B
e L 1091000 1.200.100 101 AN 1.200. 100
. Menara 4 Eaki ] ' o o
. _ | 1.091.000 1320010 | 081000 1320036

Salinan mi Sesual Dengan Aslinys
HEPALA BAGABN HUKL M

e flaka nh Utara
8.H, M.
ParbinaIV/ al

HIF. 1981072820021 22002

BUPATI BENGKULL UTARA,

tied
MIAN
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